BUPATI TORAJA UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 62
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan fungsi
dan tugas pelayanan penyelenggaraan Bangunan
Gedung maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah pelaksana;
bahwa sesuai maksud pada huruf a maka dipandang
perlu merubah Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor
62 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4874);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23




10.

11.

12.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5887),
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
26/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tim Ahli
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat No. 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan
Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1
Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61;
Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 53 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 Nomor 54);

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 62 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017
Nomor 62).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 62 TAHUN
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017
Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 32 dan angka 39
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelanggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

4. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh
DPMPTSP atau kecamatan kecuali untuk bangunan
gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun baru dan
merehabilitasi bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang
berlaku.

5. IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara
bertahap oleh DPMPTSP kepada pemilik bangunan
gedung untuk membangun bangunan gedung baru.

6. IMB pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang
diberikan oleh DPMPTSP kepada pemilik bangunan
gedung untuk membangun konstruksi pondasi
bangunan gedung, yang merupakan satu kesatuan
dokumen IMB.



7. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan
pemilik bangunan gedung kepada DPMPTSP atau
kecamatan untuk mendapatkan IMB.

8. Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis
bangunan gedung dan kelengkapannya yang
mengikuti tahapan prarencana, pengembangan
rencana, dan penyusunan gambar kerja yang terdiri
atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana
utilitas, rencana spesifikasi teknis, dan rencana
anggaran biaya, serta perhitungan teknis pendukung
sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

9. Desain prototipe adalah model gambar teknis
bangunan gedung sederhana yang sesuai dengan
pedoman dan standar teknis yang disediakan oleh
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan.

10.Bangunan gedung sederhana adalah bangunan
gedung dengan karakter sederhana serta memiliki
kompleksitas dan teknologi sederhana.

11.Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan
gedung dengan karakter tidak sederhana serta
memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak
sederhana.

12.Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung
yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus,
yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya
memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.

13.Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah
bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan
publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha,
maupun sosial dan budaya.

14.Bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung
yang telah dibangun dan/atau dimanfaatkan.

15.Bangunan gedung kolektif adalah bangunan gedung
yang dibangun secara kolektif/massal oleh pelaku
pembangunan, baik berupa bangunan tunggal
maupun bangunan deret, untuk fungsi antara lain
rumah tinggal, perdagangan (toko/ruko), perkantoran
(kantor/rukan). Pelaku pembangunan dapat
mengajukan permohonan IMB untuk seluruh atau
sebagian kaveling secara kolektif.



16.Bangunan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik
lingkungan seperti konstruksi
pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda
masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi
penghubung,konstruksi kolam/reservoir bawah tanah,
konstruksi menara, konstruksi monument, konstruksi
instalasi/gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.

17.Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli
yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan
gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam
proses penelitian dokumen rencana teknis dengan
masa penugasan terbatas, dan juga untuk
memberikan masukan dalam penyelesaian masalah
penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang
susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus
disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung
tertentu tersebut.

18.Pemeliharaaan adalah kegiatan menjaga keandalan
bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya
agar bangunan gedung selalu laik fungsi.

19.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau
mengganti bagian bangunan gedung, komponen,
bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana
agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

20.Keterangan Rencana Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang
persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang
diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
pada lokasi tertentu.

21.Rekomendasi adalah pertimbangan dari
TABG/instansi teknis/instansi terkait yang disusun
secara tertulis terkait dengan pemenuhan persyaratan
teknis bangunan gedung baik dalam proses
pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun
pembongkaran bangunan gedung.

22.Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi
terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan
mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan
klasifikasi bangunan gedung.



23.Persetujuan Dokumen Rencana Teknis adalah
pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh
persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung
yang telah dinilai.

24 .Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah
pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda
tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap
resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang
dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan
seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan
gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan
gedung.

25.Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok
orang, atau perkumpulan yang mengajukan
permohonan IMB atau SLF kepada DPMPTSP atau
kecamatan.

26.Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan
hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang
menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan
gedung.

27 .Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang
perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli
atau professional dibidang perencanaan jasa
konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan
dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan
fisik lain.

28.Pengkajian teknis adalah pemeriksaan objektif kondisi
bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan
teknis termasuk pengujian keandalan
bangunan gedung.

29. Testing and Comissioning adalah proses pemeriksaan
dan pengujian terhadap seluruh sistem dan komponen
dari bangunan gedung yang telah terbangun.

30.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang
selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh
Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu
bangunan gedung atau bangunan prasarana baik
secara administratif maupun teknis, sebelum
pemanfaatannya.



31.Gambar terbangun (as built drawings) adalah gambar
hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan
gedung dan/atau bangunan prasarana yang telah
dilakukan, tergambar dalam lembar standar dan skala
sesuai ketentuan.

32.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau
merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung,
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarananya.

33.Rencana teknis pembongkaran yang selanjutnya
disingkat RTB adalah dokumen rencana teknis yang
terdiri atas konsep dan gambar rencana
pembongkaran, gambar detail pelaksanaan
pembongkaran, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
pembongkaran, jadwal, metode, dan tahapan
pembongkaran, rencana pengamanan lingkungan,
serta rencana lokasi tempat pembuangan limbah
pembongkaran yang diajukan oleh pemilik dan/atau
pengguna  bangunan gedung kepada  Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
sebelum dilakukan pembongkaran.

34.Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan
pengumpulan data bangunan gedung oleh pemerintah
daerah yang dilakukan secara bersamaan dengan
proses ijin mendirikan bangunan gedung, proses
sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan
pembongkaran bangunan gedung, serta pendataan
dan pendaftaran bangunan gedung yang telah ada.

35.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung
adalah sistem manajemen terkomputerisasi yang
dibangun untuk pendataan bangunan gedung.

36.Pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk
menjaga kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan di dalam
IMB.

37.Penertiban adalah suatu usaha untuk mengambil
tindakan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung
yang tidak sesuai dengan cara penyegelan dan/atau
pembongkaran.

38.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah



perangkat daerah Kabupaten Toraja Utara yang
membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu.

39.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang
selanjutnya disingkat Dinas PERKIMTAN adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang
membidangi urusan perumahan, permukiman dan
pertanahan.

40.Instansi teknis terkait adalah instansi yang secara
teknis mempunyai kewenangan dan tanggung jawab
dalam memberikan rekomendasi terkait dengan
penyelenggaraan bangunan gedung. |

41.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten
Toraja Utara yang dipimpin oleh camat.

42.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

43.Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
yang meliputi kegiatan peninjauan design dan
pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap
sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana
tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien
dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan
(KLB), koefisien Kketinggian bangunan (KKB), dan
pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

44.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

45.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan



menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

46.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh
rumah.

47.Merehabilitasi adalah mengubah, memperluas,
mengurangi dan/atau merawat.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yaitu
Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Semua Ketentuan didalam Peraturan Bupati ini yang
berbunyi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
harus dimaknai sebagai Dinas PERKIMTAN.

Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 29 Februari 2020

. KAEATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 29 Pelwvori 2020

ETARIS DAERAH

| ;ATEN TORAJA UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR y



